
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

NoMoR : 3s / PL.OZ-I(pL l 331 6/ KPU-Kab l ttr l 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM I(ABUPATEN

BLORA NOMOR z 26 I PP.O4.2-IKpI | 33 I 6/ KPU-Kab/ II t 2O2O

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGI(ATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPKI

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang a. bahwa dengan diterbitkanya Surat Dinas Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285|PL.O2-

SD / 0 I IKPU lIIl I 2O2O Tanggal 24 Maret 2O2O Tentang

Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun

2O2O oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia

Pemungutan Suara (PPS), perlu di adakan perubahan

tentang masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahun

2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan tentang

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Blora Nomor : 26 I PP .O4 .2-Kptl 33 1 6 / KPU-

Kabllll2O2O Tentang Penetapan dan Pengangkatan

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2O2O;

1. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2OO8 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Mengingat
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a846);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor I Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

2O08 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KabupatenlKota
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi
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Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan LJmum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupate n I Kota;

6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan

Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012,

Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang

Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan KabupatenfKota, Pembentukan

dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2Ol7

tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Komisi

Pemilihan UmumNomor 3 Tahun 2015 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupatenf Kota, Pembentukan dan Tata Keda

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor L377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun

2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum,
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Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan KabupatenlKota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ol9

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota,

Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 193);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 929lHK.O3.l-
KptlOa IKPU lV l20 19 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan

Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan

Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten lKota;
1 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 285lPL.O2-SD/0 t IKPU l[I l2O2O Tanggal 24

Maret 2O2O Tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan

Pemilihan Tahun 2O2O oleh Panitia Pemiiihan Kecamatan

(PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

Nomor 3 1 /PP.O 1.2-Kptl 33 16lKPU-Kab I txl 2O19 tentang

Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Blora
Tahun 2O2O, sebagaimana diubah terakhir dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora
Nomor 29 I PP.OL.2-Kptl 33 16lKpU -Kab I Iil I 2O2O tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi pemilihan

Umum Kabupaten Blora Nomor 3I lpp.Ol .2_

Kpt/3316/KPU-KablIX'l2otg tentang pedoman Teknis
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Memerhatikan

Menetapkan

KESATU

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2O2O;

13. Keputnsan Komisi Pemilihan Umum Kabup ate n

Blora Nomor I lPP.O4.2-Kptl3316/KPU-KablIl2O2O
Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Blora Serta Pembentukan dan Tata

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun

2020;

Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Blora tanggal 26 Maret 2O2O tentang Penundaan Masa Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Blora Tahun 2O2O;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM I(ABUPATEN

BLORA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM I{ABUPATEN BLORA NOMOR :

261PP.O4.2-If:ptl3,316/KPu-I(ablttl2O2O TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA

PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2O2O.

Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi pemilihan

Umum Kabupaten Blora Nomor : 26 lpp.O4.2-
Kptl3316/KPU-Kab/II l2O2O Tentang penetapan dan
Pengangkatan Anggota Panitia pemilihan Kecamatan (ppK)

Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Brora Tahun 2o2o.

Perubahan tersebut dalam Diktum KESATU adalah Menunda
masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (ppK) Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2O2O.

KEDUA
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KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai

diterbitkan ketentuan lebih lanjut.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Blora.
: 26 Maret 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIA MISI PEMILIHAN UMUM

BLORA
Hukum

IN
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